


BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:
1. Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 terdiri dari 2 tahapan, yaitu:
a) Tahapan Persiapan ada 8 (delapan) yaitu perencanaan program dan anggaran, penyusunan peraturan penyelenggaraan pemilihan, perencanaan penyelenggaraan yang meliputi tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan pemilihan, pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan pengawas TPS, pemberitahuan dan pendaftaran pemantau, penyerahan daftar penduduk potensial pemilih, pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.
b) Tahapan Penyelenggaraan ada 10 (sepuluh) yaitu pengumuman daftar pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pendaftaran pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, penelitian persyaratan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, pelaksanaan kampanye, pelaksanaan pemungutan suara, penghitungan suara dan rekapitulasi hasil pemungutan suara, penetapan calon terpilih, penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil pemilihan, pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.
2. Hambatan dan solusi yang dilakukan dalam penyelesaiaan terhadap Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Calon Tunggal di Kabupaten Pati, berupa:
a) Penyebab Adanya Calon Tunggal
Polemik calon tunggal di Pilkada Serentak pertama kali terjadi pada Tahun 2015, kemudian terulang kembali dalam Pilkada Serentak Tahun 2017, diyakini lantaran sejumlah partai politik enggan mengusung jagoannya dalam kontestasi pesta demokrasi. Partai politik dianggap telah mengabaikan fungsinya dalam rekruitmen dan mencalonkan kader. Keberadaan calon tunggal bisa berarti tingginya tingkat kepercayaan publik terhadap seorang tokoh. Namun kondisi ini dapat memungkinkan adanya politik uang. Solusi yang ditawarkan yaitu dengan membuka kembali pendaftaran agar tidak terjadi adanya calon tunggal, namun dalam solusi tersebut apabila tetap tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftr maka pemilihan tetap berlangsung dengan menerapkan mekanisme bumbung kosong (kotak kosong) yangakan melawan calon tunggal. Hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 54C ayat (1) sampai dengan ayat (3) dan Pasal 54D ayat (1) sampai dengan ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.

b) Penyusunan Masa Pendaftaran Pasangan Calon
Jadwal pendaftaran pasangan calon diperpanjang dikarenakan sampai jadwal pendaftaran berakhir hanya ada 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar.  Setelah diterbitkannya Surat Edaran Nomor 533/KPU/IX/2016 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati dipandang belum secara maksimal mensosialisasikan terhadap tahapan perpanjangan pendaftaran. Oleh karena itu, solusinya KPU Kabupaten Pati diminta untuk mengulang penetapan penundaan tahapan, sosialisasi perpanjangan pendaftaran dan masa perpanjangan pendaftaran calon. Namun setelah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mendaftarkan bakal pasangan calon melalui masa perpanjangan pendaftaran bakal pasangan calon, ternyata tidak ada bakal pasangan calon yang mendaftarkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati.
c) Pembentukan PPK
Terdapat beberapa kecamatan yang belum berani untuk maju ke PPK, sehingga solusinya di beberapa kecamatan tersebut membutuhkan masa perpanjangan pendaftaran.
d) Pemutakhiran Data Pemilih
Terhadap beberapa warga yang tidak diketahuiakanberpartisipasi atau tidak dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017 dikarenakan merantau mengakibatkan kesulitan dalam proses pemutakhiran data pemilih. Kemudian solusinya harus ada perbaikan regulasi sehingga warga yang dipastikan pada hari pemungutan suara tidak kembali ke Pati sebaiknya tidak didaftar. Esensinya pada hari pemungutan suara yang bersangkutan tidak terdaftar ketika yang bersangkutan tersebut sudah berada ditempat maka tetap bisa menggunakan hak pilihnya dengan menujukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
e) Perselisihan Hasil Pemilihan
Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI) mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pati ke Mahkamah Konstitusi Nomor 41/PHP.BUP-XV/2017. Padatanggal 4 April 2017 Mahkamah Konstitusi menetapkan untuk menolak seluruh permohonan yang diajukan oleh Gerakan Masyarakat Pati (GERAM PATI). Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan solusi atas permasalahan perselisihan hasil pemilihan.






B. Saran
Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat memberikan saran:
1) Terhadap Pemerintah terkait mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pati Tahun 2017 sebaiknya lebih mempersiapkan dan mensosialisasikan mengenai Pemilihan Kepala Daerah Serentak agar berjalan dengan lancar di setiap daerah yang melaksanakan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat yang tidak mengetahui mengenai Pemilihan Kepala Daerah Serentak.
2) Pemilih yang merantau merupakan salah satu hambatan dalam pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten Pati, maka sebaiknya dilakukan perbaikan regulasi terhadap Pemutakhiran Data Pemilih agar warga yang merantau tetap dapat menggunakan hak pilihnya walaupun tidak berada di daerah tempat tinggalnya yaitu dapat diberlakukan Electronic Voting (E-voting) melalui Short Message Service (SMS) dengan mengirim ke KPU pusat.
3) Hambatan yang terjadi pada Pemilihan Kepala Daerah di Kabupaten berkaitan pada KPU Kabupaten Pati yang dinilai kurang transparan dalam proses pemilihan, maka solusinya untuk KPU Kabupaten Pati dapat memperbaiki sistem agar lebih transparan dalam proses pemilihan sehingga tidak terjadi lagi adanya dugaan-dugaan kecurangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pati Tahun 2017.
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